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MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang berimaardara kamu dan
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapgat.”
(Terjemahan Surat Al-Mujadalah Ayat)i1

**APPOLO” Surabaya, Abdul Khadir
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RINGKASAN

Pemilihan Kepala Daerah Sebelum dan Setelaludicial Review Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Yl Krisnawan,
020710101155, 2008, 40 Halaman.

Indonesia sebagai salah satu negara hukum, padasdewmi prinsip
pemisahan kekuasaan dikembangkan sebagai cabangskek yang terpisah satu
sama lain dengan disertai prinsip hubungan pengawdan keseimbangacheck
and balanceps antar lembaga negara. Dinamika-dinamika yang @alam proses
kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan pérpab dari suatu perubahan,
baik itu mengenai kekuasaan negara maupun mengasigim ketatanegaraan.
Indonesia dalam era reformasi dimunculkan gagasamkumerubah konstitusi
sebagai tuntutan terutama reformasi hukum. Hak mojer{tpetsingrecht)atau di
negara lain disebutjudicial review” merupakan salah satu fungsi dari Mahkamah
Agung yang biasanya diatur dalam UUD/Konstitusi imgsnasing negara hukum,
tetapi terdapat juga yang tidak secara ekplisidaeat dalam konstitusinya.
Pengaturan hak menguftoetsingrecht) dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu aa ydinanti-nantikan oleh
pemerhati Hukum. Munculnya lembaga baru yang deatkdm oleh diamandemennya
UUD 1945 mengakibatkan kewenangan lembaga yudiegd berubah. Perubahan
yang paling menonjol adalah lahirnya Mahkamah Kitust yang melaksanakan
kekuasaan menguji suatu bagian peraturan perundaopgan tersebut. Hal ini
tentunya juga menimbulkan kewenangan-kewenangaru lalam kekuasaan
kehakiman khususnya bagi Mahkamah Agung mengekankaguji(toetsingrecht)

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsiadalah untuk
mengetahui Bagaimana pertanggungjawaban KPUD daklaksanaan pemilihan

kepala daerah sebelum dan setelah adanya putudiaral review oleh Mahkamah



Konstitusi dan untuk mengetahui hal-hal yang bednglan dengan pemilihan kepala
daerah langsung yang diakibatkan dengan adanya denmsn UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 32 tahd®42tentang Pemerintahan
Daerah. Metode pendekatan yang digunakan dalamligamuskripsi ini adalah
yuridis normatif dengan analisa secara diskriptiblkatif. Sumber bahan hukum
diperoleh dari berbagai kajian ilmiah, sepertidati ilmiah maupun sumber bahan
hukum lain yang mendukung penulisan skripsi inindRenpulan bahan hukum
dilakukan dengan cara studi pustaka. Fakta skinmpsidalah porses dan pelaksanaan
pemilihan kepala daerah dilihat dari undang-undgargy mengaturnya yaitu antara
pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada masaiseladlirnya orde baru, sampai
pada masa reformasi hingga lahirnya UU No. 32 tgk0¥ tentang Pemerintahan
Daerah dan menitik beratkan pada pelaksanaan pamikepala daerah di kota Batu
sebagia acuan. Dasar hukum dalam penulisan sknipsilalah UUD 1945, Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintaharaBaPP No. 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, daheRentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah. PP No. 17 Tahu 2005 tgnRerubahan atas PP No. 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pendangkdan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Putusanakeitkomor 073/PPU-11/2004
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kesimpulan skripsi ini adalah proses jalan terbdékam pemilihan kepala
daerah yaitu perimbangan antara UU No 32 tahun 280tng Pemilihan Kepala
Daerah sebelum dan setelah adajugicial review terhadap UUD 1945 dengan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang Sepatgksanaan dari putusan
Mahkamah Konstitusi. Serta alternatif yang perliakdikan dalam pelaksanaan
pemilihan kepala daerah jika terdapat kesalaharpatapelanggaran baik berupa tata
cara maupun prosedurnya. Langkah terbaik dalamkgst@an pemilihan kepala

daerah lansung untuk masa yang akan datang.



